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ABSTRAK 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Dalam  Pengangkatan Penjabat 
Penghulu Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang bertujuan untuk 
mengetahui apakah Perda No 9 Tahun 2015 terimplementasikan dengan baik atau sebaliknya. 
Teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan(Van Horn dan Van Metter dalam 
Kurniawan:2020). Dapat dilihat dalam (6) enam indicator yaitu: standard dan sasaran 
kebijakan, sumberdaya, karateristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi 
antar organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dan di analisis berdasarkan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Dalam  
Pengangkatan Penjabat Penghulu Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir belum 
terealisasikan dengan baik, hal ini dikarenakan: komunikasi kurang efektif. Serta sikap 
pelaksana yang tidak konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Maka perlu adanya 
komunikasi efektif serta melakukan musyawarah antar Pemerintah Daerah yang berwenang 
dalam pengangkatan penjabat serta memiliki sikap konsistensi terhadap kebijakan yang 
ditetapkan. 
 
Kata Kunci : Implemetasi, Penjabat, Penghulu 
 

ABSTRACT  
Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2015 in the Appointment of Acting 
Penghulu in Bangko Pusako District, Rokan Hilir Regency, which aims to find out whether 
Regional Regulation No. 9 of 2015 is implemented well or vice versa. The theory used is policy 
implementation (Van Horn and Van Metter in Kurniawan: 2020). It can be seen in six 
indicators, namely: policy standards and targets, resources, characteristics of implementing 
organizations, attitudes of implementers, communication between organizations, and the 
social, economic, and political environment. This research uses qualitative research methods 
and is analyzed based on qualitative descriptive methods. The results of this research can be 
concluded that the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2015 in the 
Appointment of Acting Penghulu in Bangko Pusako District, Rokan Hilir Regency, has not 
been implemented properly. This is because communication is less effective. As well as the 
attitude of implementers that is inconsistent with established policies. So there is a need for 
effective communication and deliberation between the regional governments that have the 
authority to appoint officials and have a consistent attitude towards the established policies. 
 
Keywords: Implementation, Acting, Village Head 
 
 
PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945 yang 
menejelaskan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Selanjutnya, rincian peraturan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang 
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No 23 Tahun 2014, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang Undang No 9 Tahun 
2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Pemerintah 
Daerah. Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dan di sebut Undang-
Undang Pemerintah Daerah. Peraturan daerah (PERDA) sendiri merupakan peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 
persetujuan bersama kepala daerah PERDA No 9 Tahun 2015 juga mengalami perubahan 
melalui perda PERDA No 6 Tahun 2019. 

Pada pelaksanaan di tingkat pemerintahan Desa, maka penghulu dikenal sebagai 
pemimpin pemerintahan desa. Menciptakan kesejahteraan umum adalah tujuan dari 
pembentukan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mengenai Desa, 
pembangunan desa, dan kawasan pedesaan yang tercantum sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki tujuan akhir (impact) yaitu untuk meningkatkan 
kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan. Dengan tercapainya 
kemandirian desa, pendapatan desa, dan daya saing desa maka tujuan dari pada pembangunan 
desa sudah terealisasikan dengan baik. Kepala Desa/Penghulu merupakan pemimpin wilayah 
terkecil dari struktur organisasi pemerintahan  pada masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-
Undang Nomor  6 Tahun 2014 dalam (Bender, 2016) Tentang Desa.  

Selanjutnya, dalam UU Desa dinyatakan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau 
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memili aturan dan memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur serta 
mengurus urusan dari pada pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berlandaskan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak  tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya Pasal 2 UU Desa 
dalam (Bender, 2016) mengungkapkan  bahwa:“Pemerintah  Desa yaitu Penghulu/Kepala  
Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara dari pada struktur Pemerintahan Desa”.   

Kepala Desa/Penghulu yakni sebagai penyelenggara urusan dalam Pemerintahan Desa, 
yang menjadi  wewenang dari pada Penghulu adalah urusan yang sudah ditetapkan oleh asal 
usul desa. Di kecamatan bangko pusako  setiap Kepala Desa disebut Penghulu dan Desa disebut 
dengan Kepenghuluan karena di Kabupaten Rokan Hilir masyarakat berawal dari orang 
melayu. Penghulu merupakan petugas pemerintah tingkat desa yang memiliki tanggung jawab, 
tugas, dan kewajiban untuk mengurus administrasi desa serta melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh pemerintah daerah. Mereka berkomunikasi dengan Bupati/Wali Kota melalui 
camat dan badan permusyawaratan kepenghuluan(BPK). Kepala Desa/Penghulu memiliki 
masa jabatan   selama 6 tahun, dan dapat menjabat maksimal 3 kali berturut turut atau tidak. 
Selain itu, Penghulu  berkewajiban atas jabatannya kepada Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). 

Pemberhentian Penghulu telah ditentukan pada pasal 77 ayat 1 PERDA Kabupaten 
Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penghulu diberhentikan karena 
meninggal dunia, permintaan sendiri, atau yg diberhentikan. Kemudian, pada ayat 2 di 
terangkan bahwa Penghulu yang diberhentikan disebabkan dikarenakan beberapa penyebab, 
yakni seperti masa jabatanya berakhir, tidak bisa menjalankan kewajiban atau wewenangnya 
secara berkesinambungan dalam kurun waktu 6 bulan, serta tidak melengkapi syarat sebagai 
penghulu atau bahkan menyalahi larangan sebagai Penghulu berlandaskan putusan dari 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat.  

Dalam pasal 78 Perda No 9 Tahun 2015, dijelaskan bahwa ketika seorang 
Penghulu/Kepala Desa mengundurkan diri dengan sisa masa jabatan maksimal 1 tahun, 
Bupati/Walikota dapat menunjuk seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang berasal dari 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditunjuk sebagai  Penjabat(Pj) Penghulu/Kepala Desa 
sementara hingga adanya Penghulu desa yang baru.  
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Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 9 Tahun 2015 Pasal 79 mengatur tentang 
pengisian jabatan penghulu dalam situasi dimana sisa masa jabatan penghulu yang berhenti 
lebih dari 1 tahun karena pemberhentian. Dalam hal ini, Bupati/Walikota memiliki kewajiban 
untuk menunjuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah daerah sebagai 
Penjabat(Pj) Penghulu hingga terpilihnya Penghulu baru melalui proses musyawarah desa. 
Selain itu, dalam Pasal 89 ayat (2)  menyatakan bahwa penjabat Penghulu melaksanakan tugas, 
wewenang, kewajiban dan hak Penghulu sebagaimana Penghulu/Kepala Desa defenitif.  

Berdasarkan PERDA No 9 Tahun 2015 Pasal 81 ayat 2 menyatakan bahwa Penjabat(Pj) 
kepala desa adalah seorang Pegawai  Negeri Sipil(PNS) yang di tunjuk oleh oleh Bupati untuk 
melaksanakan  tugas, wewenang, kewajiban dan hak Penghulu/Kepala Desa dalam jangka 
waktu tertentu. Masa jabatan Penjabat Penghulu paling lama adalah 1 tahun dan dapat di 
perpanjang  maksimal 2 kali salama masa jabatan yang sama.  

Di Kecamatan Bangko Pusako terdapat 14 desa/kepenghuluan, 11 diantaranya Penghulu 
Defenitif dan 3 diantaranya Penjabat (Pj) Penghulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Penjabat adalah seseorang yang sementara menjabat atau menggantikan jabatan orang lain 
untuk jangka waktu tertentu. Penjabat merupakan pejabat sementra yang memeiliki wewenang 
untuk mengisi jabatan tertentu yang sedang kososng karena pejabat sebelumnya 
mengundurkan diri atau diberhentikan atas alasan tertentu. Berbeda hal nya dengan pengertian 
Pejabat Defenitif yakni pejabat pemerintah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan 
administrasi yang telah secara resmi di lantik dan di ambil sumpah jabatan untuk menduduki 
jabatan negeri. Aparatur Sipil Negara(ASN) terbagi kepada 2 yakni Pegawai Negeri Sipil(PNS) 
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK). PNS merupakan ASN yang diangkat 
sebagai pegawai tetap. Sedangkan PPPK adalah ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan 
perjanjian kerja, sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.  

Di Kecamatan Bangko Pusako bagi Penghulu Defenitif yang diangkat pada tahun 2018 
maka masa habis jabatannya pada tahun 2024 dengan masa jabatan yang berlangsung selama 
6 tahun untuk 1 periode dan bisa menjabat 3 kali berturut turut/tidak. Sama hal nya juga dengan 
penghulu defenitif yang dipilih pada tahun 2023 maka habis masa jabatannya pada tahun 2029. 
Sedangkan Penjabat (Pj) diangkat tahun 2022 dan berakhir masa jabatanya pada 2023 dengan 
masa jabatan selama 1 tahun. Namun, di kecamatan bangko pusako untuk pemilihan penghulu 
defenitif ditunda bagi 3 kepenghuluan yakni kepenghuluan Mas Raya, kepenghuluan Bangko 
Balam, dan kepenghuluan Teluk Bano I, hal ini dikarenakan pilpres sehingga penjabat 
berlangsung 2 tahun menjelang pemilihan penghulu defenitif. 

Pengisian kekosongan jabatan Penghulu di beberapa Desa/Kepenghuluan di Kecamatan 
Bangko Pusako telah terjadi, termasuk di Kepenghuluan Bangko Balam. Kepenghuluan 
Bangko Balam adalah bagian dari salah satu Desa di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten 
Rokan Hilir. Dalam hal pengisisan kekosongan jabatan penghulu, didapati bahwa di 
kepenghuluan Bangko Balam telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Republic 
Indonesia No 6 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat (1), dan PERDA No 9 Tahun 2015, khususnya di 
Bab VIII Pasal 78 dan 79 mengenai pengangkatan Penjabat(Pj) sebagai pengganti 
Penghulu/Kepala Desa sementara. Berdasarkan PERDA No 9 Tahun 2015 seharusnya penjabat 
(Pj) yang diangkat berasal dari PNS bukan PPPK. Namun, di Kepenghuluan Balam 
mengangkat ASN yakni dari golongan PPPK sebagai Penjabat Penghulu. Dari total 14 desa 
yang di Kecamatan Bangko Pusako penulis tertarik melakukan penelitian terkait 
Kepenghuluan Bangko Balam disebabkan masalah yang terlihat sangat jelas yakni telah 
melakukan pelanggaran hukum yang telah di tentukan PERDA Kabupaten Rokan Hilir No 9 
Tahun 2015 diantaranya:  
1. Pengangkatan Penjabat (Pj) di Kepenghuluan Bangko Balam tidak sesuai dengan UU 

No 6 Tahun 2014 Pasal 46 Ayat (1) serta PERDA Kabupaten Rokan Hilir  No 9 Tahun 
2015 Bab VIII Pasal 78 dan 79, hal ini terjadi pada tahun 2022 untuk pengangkatan 
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Penjabat di Kepenghuluan Bangko Balam  yakni seharusnya jika berdasarkan PERDA 
Rohil maka penjabat(Pj) yang diangkat harus dari Pegawai Negeri Sipil. Fakta nya di 
Kepenghuluan Bangko Balam penjabat (Pj) yang diangkat  ialah yang berstatus 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan, 

2. Pengangkatan Penjabat di Kepenghuluan Bangko Balam yakni sebagai pengganti 
Penghulu sementara tidak berdasarkan hasil dari musyawarah kepenghuluan. Perkara 
ini tentunya telah melanggar PERDA No 9 Tahun 2015 Pasal 79 bahwa pengangkatan 
Penjabat Penghulu harus melalui musyawarah desa. Seharusnya musyawarah 
desa/kepenghuluan diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan 
Unsur Masyarakat Desa. Namun faktanya pengangkatan Penjabat(Pj) Penghulu di 
Kepenghuluan Bangko Balam penunjukan Penjabat Penghulu yang dipilih tidak 
berdasarkan musyawarah desa/kepenghuluan, penunjukan Penjabat Penghulu langsung 
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan tidak melibatkan Unsur Masyarakat 
Desa sehingga Penjabat(Pj) yang ditunjuk tersebut, langsung di angkat oleh Bupati 
sebagai pengganti Penghulu/Kepala Desa sementara sampai terpilihnya Penghulu 
Defenitif yang baru.   
Hal ini tentu berdampak buruk di pandangan masyarakat mengenai keseriusan 

Pemerintah Desa/Kepenghuluan dalam menjalankan PERDA yang telahbdi tetapkan. Di 
Kepenghuluan Bangko Balam setelah mengetahui kejadian ini bahwa Penjabat(Pj) Penghulu 
yang diangkat tidak sesuai dengan PERDA No 9 Tahun 2015 Bab VIII Pasal 78 dan Pasal 79 
yang telah ditetapkan,  masyarakat pada protes dan meminta Penjabat(Pj) yang diangkat segera 
di ganti sesuai ketentuan PERDA No 9 Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hilir. Camat Bangko 
Pusako Bapak Adnan  menyatakan bahwa tidak mempunyai kewenangan terhadap hal tersebut 
sehingga masyarakat harus menunggu respon langsung dari Bapak Bupati Kabupaten Rokan 
Hilir.  Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pengangkatan Penjabat Kepala Desa di 
Kecamatan Bangko Pusako kurang produktif. 

Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten 
Rokan Hilir No 6 Tahun 2019 telah dikeluarkan sebagai perubahan dari Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 yang berisi tentang pemilihan, pengangkatan 
serta pemberhentian penghulu. Kedua PERDA tersebut mengatur kebijakan yang sama hanya 
saja berbeda pada letak pasal dan sedikit penambahan kebijakan di bagian pemilihan 
Penghulu/Kepala Desa, sedangkan dalam hal pengangkatan dan pemeberhentian 
Penghulu/Kepala Desa tidak mengalami perubahan. Jika melihat prosedur pengangkatan 
Penjabat Penghulu khususnya di Kecamatan Bangko Pusako memang tidak sesuai dengan 
mekanisme pengangkatan Penjabat Penghulu berdasarakan PERDA yang berlaku. Akibatnya 
terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pengangakatan Penjabat Penghulu. 

 
LITERATURE REVIEW 

Factor-faktor implelmelntasi kelbijakan pulblik modell Van Meltelr dan Van Horn selbagai 
belrikult : 
1. Standar dan Sasaran Kelbijakan  

Kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan dapat diulkulr mellaluli pelncapaian tuljulan yang 
tellah diteltapkan(Kulrniawan &; Maani, 2020). Standar dan sasaran kelbijakan haruls jellas dan 
telrulkulr agar dapat direlalisasikan delngan baik. Jika standard dan sasaran kelbijakan tidak jellas, 
maka dapat telrjadi belrbagai intelrpreltasi yang belrbelda diantara para pellaksanakelbijakan. Van 
Meltelr dan Van Horn melnelkankan bahwa:”pelnilaian kinelrja implelmelntasi kelbijakan haruls 
belrfokuls pada standard dan tuljulan telrtelntul yang haruls di capai olelh para pellaksana 
kelbijakan. Kinelrja kelbijakan pada dasarnya melncelrminkan  seljaulh mana standard dan tuljulan 
telrselbult telrcapai” dalam (Baskoro & Kulrniawan, 2021). 
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2. Sulmbelr Daya  
Implelmelntasi kelbijkan yang belrhasil telrgantulng dalam hal kelmampulan ulntulk 

melnggulnakan sulmbelr daya yang ada. Ada tiga sulmbelr daya yag haruls dipelrtimbangkan dalam 
implelmelntasi kelbijakan yakni manulsia, finansial, dan waktul. Ulntulk melnelntulkan kelsulkselsan 
dalam implelmelntasi kelbijakan pelrlul adanya sulmbelr daya manulsia dan ini salah satul ulnsulr 
telrpelnting. Seldangkan sulmbelr daya finansial dapat melneltapkan telrelalisasinya sulatul kelbijakan 
yang tellah di teltapkan. Belrmasalah nya sulmbelr daya finansial maka akan telrhambat bahkan 
bisa telrhelntinya sulatul  implelmelnttasi kelbijakan. Donald Van Matelr dan Van Horn (Kulrniawan 
& Maani, 2020) melnelgaskan bahwa: “Sulmbelr daya kelbijakan tidak kalah pelntingnya delngan 
komulnikasi. Sulmbelr daya kelbijakan wajib ada gulna melmpelrmuldah administrasi implelmelntasi 
sulatul kelbijakan. Sulmbelr daya ini telrdiri dari dana ataul inselntif lain yang dapat melmpelrlancar 
pellaksanaan sulatul kelbijakan, telrbatasnya dana ataul inselntif lain dalam implelmelntasi kelbijakan 
adalah sulmbangsih belsar telrhadap gagalnya implelmelntasi kelbijakan.” Jika dipelrhatikan 
melngelnai rulmulsan para ahli telntang makna dan hakikat implelmelntasi maka dapat ditelgaskan 
bahwa Implelmelntasi adalah ulnsulr yang sangat krulsial bagi pelmelrintah selbagai implelmelntator 
dalam melncapai tuljulan –tuljulan dan kelselpakatan program yang tellah diselpakati ataul yang tellah 
ditelntulkan.  
3. Karaktelristik Organisasi Pellaksana 

Organisasi formal maulpuln organisasi informal melrulpakan organisasi yang telrlibat 
dalam ageln pellaksana kelbijakan. Kinelrja pellaksanaan kelbijakan organisasi pellaksana 
didominasi olelh karaktelristik yang telpat dan sellaras delngan ageln pellaksanaHal ini 
belrhulbulngan delngan kontelks kelbijakan yang akan dijalankan. Pellaksana kelbijakan diminta 
sulpaya disiplin pada belbelrapa kelbijakan.  
4. Komulnikasi antar Organisasi Telrkait dan Kelgiatan-Kelgiatan Pellaksanaan 

Pelnting bagi standar dan tuljulan pellaksanaan kelbijakan ulntulk haruls disampaikan 
delngan jellas kelpada lelmbaga pellaksana. Van Mattelr dan Van Horn dalam (Kulrniawan &; 
Maani, 2020) melngelmulkakan bahwa: "seltiap pellaksana haruls melmahami standar dan tuljulan 
telrselbult”. 
5. Disposisi ataul Sikap Para Pellaksana 

Melnulrult Van Melttelr dan Van Horn dalam (Kulrniawan & Maani, 2020) ”sikap 
pelnelrimaan ataul pelnolakan dari para pellaksana kelbijakan melmiliki dampak yang signifikan 
telrhadap kelbelrhasilan ataul kelgagalan implelmelntasi kelbijakan pulblik. Kelbijakan yang 
diimplelmelntasikan bulkanlah hasil dari partisipasi warga masyarakat seltelmpat yang melmiliki 
pelmahaman telntang masalah yang melrelka hadapi, selhingga mulngkin timbull sikap pelnelrimaan 
ataul pelnolakan. Van Meltelr dan Van Horn (1974) melnyatakan bahwa implelmelntasi kelbijakan 
dimullai delngan prosels pelnafsiran olelh para pellaksana telntang seljaulh mana kelbijakan telrselbult 
dijalankan. Pelrselpsi para pellaksana dalam organisasi dimana program telrselbult ditelrapkan 
dapat melmpelngarulhi sikap melrelka, baik itul pelnolakan, neltral, ataul pelnelrimaan, yang belrkaitan 
delngan nilai-nilai pribadi, loyalitas, dan factor lainnya. 
6. Kondisi Lingkulngan Social, Elkonomi dan Politik  

Dalam melngelvalulasi pellaksanaan kelbijakan, pelnting ulntulk melmpelrtimbangkan seljaulh 
mana lingkulngan elkstelrnal belrkontribulsi dalam kelsulkselsannya(Kulrniawan & Maani, 2020). 
Lingkulngan elkstelrnal ini melncakulp aspelk sosial, elkonomi dan politik. Kondisi yang tidak 
melmbelrikan dulkulngan dalam lingkulngan elkstelrnal dapat melnyelbabkan kelgagalan dalam 
pellaksanaan kelbijakan. Maka dipelrlulkan ulpaya yang dilakulkan ulntulk melnciptakan sulatul 
lingkulangan elkstelrnal yang lelbih melndulkulng agar pellaksanaan kelbijakan dapat belrjalan selcara 
lancar.  
Dari pelnjellasan diatas dapat disimpullkan bahwa elselnsi ultama dari implelmelntasi kelbijakan 
adalah melmahami apa yang selharulsnya telrjadi selsulai delngan apa yang tellah dirulmulskan. Dan 
tahap dimana kelpultulsan yang tellah diteltapkan dijalankan ulntulk melncapai sulatul tuljulan telrtelntul. 



JURNAL ILMIAH PUBLIKA 
P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295 

  
VOLUME 11, NOMOR 2 | EDISI JULI – DESEMBER 2023 674 

 

Kelmuldian dapat disimpullkan julga bahwa implelmelntasi kelbijakan julga tidak lelpas dari pada 
adanya tuljulan selrta sasaran, adanya kelgiatan agar telrcapainya tuljulan, dan adanya hasil dari 
pada kelgiatan. 

Melnulrult Carl Frieldrich dalam (Sultmasa, 2021 : 27) melnjellaskan bahwa implelmelntasi 
kelbijakan pulblic adalah selrangkain tindakan ataul kelgiatan yang diulsullkan olelh selselorang, 
kellompok, ataul pelmelrintah dalam sulatul lingkulngan telrtelntul dimana telrdapat hambatan-
hambatan dan kelselmpatan-kelselmpatan dimana kelbijakan telrselbult diulsullkan agar belrgulna 
dalam melngatasinya ulntulk melncapai tuljulan yang dimaksuld. 

Melnulrult Wintelr dalam (Rahmawati elt al., 2020 : 224) melmaparkan bahwa implelmelntasi 
kelbijakan pulblic adalah selkellompok orang, organisasi, ataul individul pelnelrima jasa yang 
belrpelran bulkan hanya dari sisi dampak kelbijakan, teltapi julga dalam melmpelngarulhi kinelrja 
implelmelntasi program mellaluli tindakan positif dan nelgatif. 

Jadi implelmelntasi kelbijakan pulblic, dapat disimpullkan bahwa ini adalah sulatul prosels 
yang mellibatkan pelnelrapan belrbagai belntulk atulran dan kelpultulsan ulntulk melncapai tuljulan yang 
tellah di teltapkan. hal ini mellibatkan tindakan yang dilakulkan olelh individul ataul kellompok 
delngan tuljulan akhir yang tellah ditelntulkan selbellulmnya. 
 
METODE PENELITIAN 

Lokasi pelnellitian ini di sellulrulh delsa/kelpelnghullulan di Kelcamatan Bangko Pulsako 
Kabulpateln Rokan Hilir. Alasan pelnullis melmilih lokasi pelnellitian ini karelna selwaktul pelnullis 
melngeltahuli bahwa PElRDA Nomor 9 Tahuln 2015 tidak telrelalisasikan delngan selmelstinya maka 
pelnullis telrtarik ulntulk mellakulkan kajian lelbih dalam lagi bagaimana proseldulr pelngangkatan 
Pelnjabat di Kelcamatan Bangko Pulsako Kabulpateln Rokan Hilir.  

Melnulrult Elrickson (1968) delsain pelnellitian adalah pelnafsiran ulntulk melnjellaskan selcara 
kelsellulrulhan aktivitas yang dilakulkan kelpada kelhidulpan masyarakat. Jelnis pelnellitian ini 
melrulpakan pelnellitian kulalitatif delngan melnggulnakan pelndelkatan delskriptif yang belrpulsat 
kelpada pelmahaman telrkait felnomelna social yang telrjadi dilingkulnagan masyarakat. Pada 
ulmulmnya, tuljulan daripada pelnellitian ini adalah dalam rangka ulntulk melmpelrolelh informasi 
apakah implelmelntasi pelratulran daelrah no 9 tahuln 2015 belrjalan selsulai delngan atulran yang 
tellah di teltapkan selpelrti yang telrcantulm pada latar bellakang pelnellitian ini.  

Telknik pulrposivel sampling melrulpakan telknik pelnelntulan informan yang dilakulkan olelh 
pelnelliti dalam pelnellitian ini, Melnulrult Sulgiyono ( 2006 ) Informan melrulpakan selselorang yang 
tellah belrbagi informasi melngelnai pelrsoalan yang diangkat olelh pelnelliti. Agar melndapatkan 
data selrta informasi yang dipelrlulkan, maka belrharap informan yang dianggap mampul bisa  
melmbelrikan gambaran melngelnai situlasi dan kondisi yang selbeltullnya selsulai delngan relalita 
yang ada . Dalam pelnellitian ini yang melneltapkan informan delngan melnggulnakan telknik 
pulrposivel, yaitul dipilih delngan pelrtimbangan selrta tuljulan telrtelntul, yakni sulnggulh melngeltahuli 
sulatul objelk yang pelnelliti telliti. 

Tuljulan pelnelliti melnggulnakan pulrposivel sampling dalam rangka melngulmpullkan data 
yang belnar-belnar nyata melnulrult relalita yang ada adalah delngan  melwawancarai informan yang 
dianggap melngeltahuli sulatul keltelrampilan ataul pelkelrjaan telrtelntul di bidangnya. Selhingga  
pulrposivel  sampling  dijadikan selbagai telknik ulntulk melmpelrmuldah pelngolahan data olelh 
pelnelliti. Informan yang dipilih dalam pelnellitian adalah:  
1. Kelpala Dinas PMD  
2. Kabid Pelmelrintahan 
3. Pelnjabat Pelnghullul 
4. Badan Pelrmulsyawaratan Delsa (BPD) 
5. Masyarakat 
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Melnulrult Sulgiyono (2015), Telknik Pelngulmpullan Data melrulpakan langkah pelnting 
dalam mellakulkan pelnellitian yang belrtuljulan ulntulk melmpelrolelh data. Telknik Pelngulmpullan 
Data ini mellipulti Obselrvasi (pelngamatan) langsulng, Wawancara, Dokulmelntasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implelmelntasi kelbijakan melrulpakan sulatul tahap yang pelnting pada sulatul tahap 
kelbijakan dan tahap inilah nanti nya yang akan melnelntulkan apakah kelbijakan yang di telmpulh 
olelh pelmelrintah ataulpuln badan instansi belnar belnar suldah belrjalan delngan selharulsnya dan 
apakah julga suldah melnghasilkan oultpult selpelrti yang suldah direlncanakan (Dwiyanto Indiahono 
dalam Indah Sari 2021 : 51) dan sellanjultnya Lelstelr dan Stelwart dalam (Indah Sari 2021 : 51) 
julga melngelmulkakan bahwa implelmelntasi melrulpakan sulatul pellaksanaan Ulndang-ulndang dari 
belrbagai actor, organisasi, proseldulr dan julga telknik kelrjasama dalam melnjalankan kelbijakan 
dalam ulpaya melncapai tuljulan-tuljulan kelbijakan ataul program-program.  

Pelratulran daelrah melrulpakan relgullasi yang dibulat olelh delwan pelrwakilan rakyat daelrah 
provinsi delngan pelrseltuljulan belrsama kelpala daelrah yang melmiliki kelkulatan selbagai pelratulran 
pelrulndang-ulndangan. Pelnjabat Pelnghullul melrulpakan pelmelgang jabatan selmelntara yakni 
selselorang yang seldang melnjalankan jabatan selmelntara selbagai pelngganti orang lain dalam 
jangka waktul yang tellah ditelntulkan hal ini dikarelnakan tidak ada nya yang melngisi posisi 
telrselbult karelna peljabat selbellulmnya belrhelnti ataul dibelrhelntikan karelna alasan telrtelntul. Dalam 
pelngangkatan pelnjabat di atulr dalam Pelrda No 9 Tahuln 2015.  
1. Standar dan sasaran/tujuan kebijakan 

Pelndelkatan ini melngarah pada pelndelkatan standard dan sasaran kelbijakan olelh seltiap 
instansi baik dinas Pelmbelrdayaan Masyarakat Delsa(PMD), kantor camat, kelpelnghullulan selrta 
masyarakat. Pelndelkatan ini belrfokuls pada Pelrda No 9 Tahuln 2015 telntang pelngangkatan 
Pelnjabat Pelnghullul olelh instansi pelmelrintah daelrah. Kelbijakan yang dilaksanakan dipelngarulhi 
olelh kelbelrhasilan dan kelgagalan dalam melngimplelmntasikan Pelrda telrselbult. 

Ulntulk melngeltahuli bagaimana pelndelkatan standar dan sasaran kelbijakan yang 
dilaksanakan di kelcamatan Bangko Pulsako Kabulpateln Rokan Hilir, pelnelliti mellaksanakan 
wawancara kelpada dinas Pelmbelrdayaan Masyarakat Delsa (PMD),:  

“Tuljulan dari Pelrda No 9 Tahuln 2015 telntang pelngangkatan Pj Pelnghullul adalah delngan 
ada nya Pelrda telrselbult maka dalam pelngangkatan selorang Pj Pelnghullul selharulsnya melruljulk 
kel pada Pelrda telrselbult, karelna harapan ditelrbitkannya Pelrda telrselbult adalah agar 
telrcapainya otonomi daelrah yang belnar-belnar belrkulalitas tanpa ada cacat delngan ini akan 
melnciptakan kelseljahtelraan di masyaralat. sellain itul, tuljulan daripada Pelrda yakni ulntulk 
melmbelrdayakan masyarakat, melwuljuldkan kelmandirian daelrah, mellindulngi hak-hak 
masyarakat, melwuljuldkan keltelrtiban dalam masyarakat” (Hasil wawancara dengan kabid 
pemerintahan dinas PMD bersama bapak Sugianto pada 21 November 2023). 

Belrdasarkan hasil wawancara belrsama kabid pelmelrintahan dinas PMD bapak Sulgianto 
dapat disimpullkan bahwa  delngan adanya Pelrda No 9 Tahuln 2015 melngelnai pelngangkatan 
Pelnjabat(Pj) Pelnghullul diharapkan dapat dijadikan selbagai alat pelmbangulnan dalam 
melningkatkan kelseljahtelraan selrta dapat melwuljuldkan daelrah yang otonom, ulntulk 
melmbelrdayakan masyarakat, melwuljuldkan kelmandirian daelrah, mellindulngi hak-hak 
masyarakat, selrta melwuljuldkan keltelrtiban dalam masyarakat. Kelbelragaman-kelbelragaman 
plulralitas masyarakat Indonelsia yang telrselbar di belrbagai daelrah telrselbult haruls diaprelsiasi 
dalam belntulk otonomi dalam pelmbelntulkan pelratulran pelrulndang-ulndangan, khulsulsnya 
otonomi dalam pelmbelntulkan Pelrda Kabulpateln/Kota. Apabila tidak dikonselp-tulalisasikan 
selpelrti itul, maka delngan selndirinya akan belrdampak pada tidak telrtampulngnya aspirasi 
masyarakat lokal, karelna tidak mulngkin pelratulran pelrulndang-ulndangan nasional mampul 
melnampulng kondisi khulsuls yang ada disellulrulh wilayah Indonelsia.   
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Sellanjultnya pelnelliti mellakulkan wawancara kelpada Badan Pelrmulsyawaratan Delsa(BPD) 
delngan bapak Soni melngelnai standar kelbelrhasilan kelbijakan Pelrda No 9 Tahuln 2015. 

“Ulntulk mellihat Standar kelbelrhasilan sulatul kelbijakan maka sangat belrgantulng pada 
implelmelntasi kelbijakan itul selndiri yakni telrelalisasikannya kelbijakan telrselbult delngan baik 
selsulai delngan maksuld dan tuljulan dibulatnya kelbijakan telrselbult. Pelngangkatan Pj Pelnghullul 
harulslah belrdasarkan intellelktulal, intelgritas, selrta kelahliannya dalam hal melnjalankan 
welwelnang nya selbangai pelmimpin delsa. Namuln, saat ini dalam hal pelngangkatan Pj Pelnghullul 
suldah ada yang mellanggar atulran Pelrda No 9 Tahuln 2015 Pasal 78 dan Pasal 79, di 
Kelpelnghullulan Bangko Balam khulsuls nya. Pelngangkatan Pj Pelnghullul dari Pelgawai 
Pelmelrintah delngan Pelrjanjian Kelrja(PPPK) dikarelnakan belbelrapa alasan. (Hasil 
wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) bersama bapak Soni  pada 17 
N0vember 2023). 

Dari keltelrangan yang disampaikan olelh bapak Badan Pelrmulsyawaratan Delsa(BPD) 
belrsama bapak Soni dapat kita simpullkan bahwa standar daripada kelbelrhasilan sulatul kelbijakan 
adalah telrimplelmelntasikannya kelbijakan-kelbijakan yelng tellah dibulat, sama hal nya selpelrti 
Pelrda No 9 Tahuln 2015 telrkait pelngangkatan Pelnjabat(Pj) Pelnghullul. Mellihat Pelrda No 9 
Tahuln 2015 pasal 78 dan pasal 79 dijellaskan bahwa Pj Pelnghullul haruls belrlatarbellakang 
Pelgawai Nelgelri Sipil(PNS) bulkan belrasal dari Pelgawai Pelmelrintah delngan Pelrjanjian Kelrja 
(P3K). Seldangkan yang disampaikan olelh bapak Soni bahwa di Kelpelnghullulan Bangko Balam 
tellah melngangkat Pj Pelnghullul belrasal dari P3K. Hal ini telntul suldah mellanggar atulran dari 
Pelrda No 9 Tahuln 2015. Belrarti dalam hal ini kelbijakan Pelrda telrselbult bellulm belrjalan elfelktif 
khulsulnya di kelpelnghullulan Bangko Balam. 
2. Sumberdaya    

Pelndelkatan ini belrfokuls pada sulmbelrdaya pelndulkulng khulsulsnya manulsia. Hal ini 
belrkelnaan delngan kelcakapan pellaksana kelbijakan pulblic ulntulk melnjalankan kelbijakan selcara 
elfelktif. Walaulpuln isi daripada kelbijakan suldah jellas dan konsisteln teltapi apabila implelmelntor 
kelkulrangan sulmbelrdaya ulntulk mellaksanakannya maka implelmelntasi tidak akan belrjalan 
elfelktif. Sulmbelrdaya adalah factor pelnting ulntulk implelmelntasi kelbijakan agar belrjalan elfelktif, 
tanpa adanya sulmbelrdaya maka kelbijakan hanyalah tinggal dikelrtas melnjadi dokulmeln saja. 

“Kelbijakan dalam pelngangkatan Pj Pelnghullul masih ada yang tidak belrdasarkan atulran 
Pelrda yang belrlakul hal ini salah satul nya diselbabkan olelh keltelrbatasan sulmbelrdaya manulsia 
yang belrgellar PNS, kalaulpuln ada melrelka pada melnolak diangkat selbagai Pelnjabat(Pj) 
Pelngullul. Pelmelrintah daelrah selnantiasa siap dalam melnjalankan kelbijakan pelrda telrselbult, 
hanya saja  masing-masing kelpelnghullulan melmiliki sulmbelrdaya manulsia yang belrbelda-belda. 
Di kelpelnghullulan Bangko Balam misalnya sangat keltelrbatasan pada sulmbelrdaya manulsia 
nya” (Wawancara bersama kabid pemerintahan dinas PMD bapak Sugianto pada 21 
November 2023). 

Dari hasil wawancara belrsama kabid pelmelrintahan bapak Sulgianto disimpullkan bahwa 
pelmelrintah daelrah seljatinya siap selbelnarnya dalam hal melngimplelmelntasikan kelbijakan 
telrselbult, hanya saja adanya keltelrbatasan sulmbelrdaya manulsia. Seldangkan dalam hal 
pelngangkatan Pj Pelnghullul haruls dari pelmelrintah daelrah seltelmpat, hal ini telrcantulm pada pada 
Pelrda No 9 Tahuln 2015 Bab VIII pasal 78. Keltidakinginan masyarakat yang ditulnjulk selbagai 
Pj Pelnghullul dikarelnakan kulrangnya pelmahaman melrelka melngelnai pelmelrintahan ataul 
kelpelmimpinan.  

Dari hasil wawancara belrsama kabid pelmelrintahan telrselbult bahwa sulmbelrdaya 
manulsia yang belrgellar pelgawai nelgelri sipil(PNS) telrbatas, hal ini masih melnjadi 
pelrtimbangan. Mellihat data julmlah Pelgawai Nelgelri Sipil (PNS) 2019-2022 telrdapat 18.270 
orang diantaranya laki-laki dan pelrelmpulan, dari data diatas dapat di nilai bahwa seljatinya 
bulkanlah kelkulrangan sulmbelrdaya manulsia yang belrgellar PNS namuln pelnjabat yang di lantik 
melmang tidak belrdasarkan mulsyawarah olelh pihak yang belrsangkultan. 
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Ulntulk melnelgeltahuli apakah Pj Pelnghullul yang diangkat melmiliki kompeltelnsi yang baguls 
maka pelnelliti melwawancarai kabid pelmelrintahan dinas PMD dan BPD: 

“Ulntulk kompeltelnsi Pj Pelnghullul khulsulsnya di kelpelnghullulan Bangko Balam walaulpuln 
pelnjabat yang diangkat belrasal dari P3K, namuln saya rasa suldah culkulp baik dalam 
melnjanlankan welwelnangnya selbagai pelmimpin” (Wawancara bersama kabid pemerintahan 
dinas PMD bapak Sugianto pada 21 November 2023). 

“Pj Pelnghullul bulk Riani melmang belrasal dari P3K, namuln belliaul selbagai pelmimpin 
delsa/kelpelnghullulan ini, sangatlah belrsinelrgi selrta melmiliki kelmampulan dan intelgritas yang 
baguls dalam melmimpin delsa ini” (Hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan 
Desa(BPD) bersama bapak Soni pada 17 N0vember 2023). 

Dari pelrnyataan telrselbult dapat diambil kelsimpullan bahwa walaulpuln diangkatnya Pj 
Pelnghullul dari P3K, namuln bisa melmbelrikan pelrulbahan bagi delsa karelna skill selrta kompeltelnsi 
yang dimiliki olelh Pj Pelnghullul di kelpelnghulluln Bangko Balam. Hal ini melnulnjulkkan bahwa 
kulalitas PNS dan P3K tidak ada pelrbeldaannya, selmula nya sama. Skill ataul intelgritas selselorang 
bisa didapatkan apabila selnantiasa maul bellajar. 

Namuln, hal ini teltap melnyalahi Pelrda No 9 Tahuln 2015, PNS dan P3K seljati nya belrbelda, 
2 golongan telrselbult sifatnya telrpisah. ASN telrbagi kelpada 2 bagian yakni PNS dan P3K, PNS 
melrulpakan pelgawai yang sifat nya teltap seldangkan P3K belrsifat kontrak selsulai kelbultulhan 
instansi pelmelrintah dan keltelntulan pelrulndang-ulndangan. Pada Pelrda No 9 Tahuln 2015 pasal 
78 dikatakan Pelnjabat Pelnghullul yang diangkat haruls belrasal dari PNS bulkan P3K.  

Ulntulk melngeltahuli apa dasar pelngangkatan Pj Pelnghullul yang belrasal dari P3K pelnelliti 
tellah mellaksanakan wawancara belrsama pak Sulgianto dari dinas PMD belliaul melnyatakan 
bahwa: 

“Pelngangkatan Pj Pelnghullul di kelpelnghullulan Bangko Balam melmang jellas tidak selsulai 
delngan Pelrda No 9 Tahuln 2015. Namuln ada alasan telrtelntul selhigga Bulpati melngangkat P3K 
selbagai Pj Pelnghullul khulsulsnya di Bangko Balam. Pelrtama, di delsa telrselbult keltelrbatasan 
PNS. Keldula, belbelrapa masyarakat yang belrgellar PNS di daelrah telrselbult tidak ingin melnulnjulk 
diri ulntulk melnjadi Pj Pelnghullul selhingga diangkatlah pelnjabat pelnghullul yang belrasal dari 
P3K” (Wawancara bersama kabid pemerintahan dinas PMD bapak Sugianto pada 21 
November 2023). 

Dari hasil wawancara belrsama bapak Sulgianto dapat disimpullkan bahwa pellanggaran 
yang di bulat bulkan selrta melrta tidak belralasan, hal itul dilakulkan karelna tidak adanya pilihan, 
selhingga dapat dikatakan bahwa pelnelrapan Pelrda telrselbult tidak belrjalan elfelktif melskipuln 
sulmbelrdaya manulsia nya belrkompelteln, namuln karelna pelngangkatannya tidak seljalan delngan 
Pelrda maka dikatakan bellulm belrjalan delngan selmelstinya. 

Ulntulk melngeltahuli apakah akan ada relncana pelmelrintah daelrah melmbulat kelbijakan agar 
melnyamakan tingkat kelseltaraan antara PNS dan P3K, pelnelliti melwawancarai kabid 
pelmelrintahan PMD: 

“Dullul ASN hanya pelgawai nelgelri Sipil(PNS) saja, namuln seljak tahuln 2019 ASN tellah 
telrbagi melnjadi dula yakni Pelgawai Nelgelri Sipil(PNS) dan Pelgawai Pelmelrintah delngan 
Pelrjanjian Kelrja(P3K). Pelmelrintah Daelrah pelrnah melnyinggulng hal ini namuln bellulm ada 
kelpastian kapan akan diadakannya pelrbincangan ataul kelpultulsan telrkait hal ini”(Wawancara 
bersama kabid pemerintahan dinas PMD bapak Sugianto pada 21 November 2023). 

Dari hasil wawancara dapat disimpullkan bahwa seljatinya pelmelrintah daelrah tellah 
belrulsaha dalam melrelalisasikan Pelrda telrselbult. Namuln, karelna telrkelndala delngan sulmbelrdaya 
manulsia nya selhingga bellulm bisa telrelalisasikan delngan baik, partisipasi masyarakat yang 
kulrang baik salah satul pelnghambat tidak telrelalisasikannya Pelrda telrselbult. Belrharap 
pelmelrintah daelrah melmbulat kelbijakan agar statuls PNS dan P3K itul sama tidak ada beldanya, 
walaulpuln pada dasarnya keldula goongan telrselbult telrpisah. PNS ialah pelgawai teltap seldangkan 
P3K pelgawai yang sifatnya kontrak.  
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3. Karateristik Badan  Pelaksana 
Kinelrja implelmelntasi kelbijakan akan sangat dipelngarulhi olelh ciri-ciri yang telpat selrta 

cocok delngan para badan pellaksanaannya. Hal ini belrkaitan delngan kontelks kelbijakan yang 
akan dilaksanakan, pada belbelrapa kelbijakan ditulntult pellaksana yang keltat dan disiplin pada 
atulran dan sanksi hulkulm. Namuln pada kontelks lain, dipelrlulkan ageln pellaksana yang 
delmokratis dan pelrsulasif. Sellain itul, cakulpan ataul lulas wilayah implelmelntasi kelbijakan pelrlul 
julga dipelrhitulngkan manakala helndak melnelntulkan ageln/badan pellaksana. Selmakin lulas 
cakulpan implelmelntasi kelbijakan, maka selharulsnya selmakin belsar pulla ageln yang dilibatkan. 

“Seljaulh ini pelmelrintah daelrah selnantiasa siap siaga ulntulk melrelalisasikan Pelrda telrselbult 
agar bisa komitmeln delngan kelbijakan yang tellah diteltapkan. Namuln, jika ada pelngangkatan 
Pelnjabat(Pj) Pelnghullul di kelcamatan Bangko Pulsako khulsulsnya di kelpelnghullulan Bangko 
Balam masih bellulm selmpulrna dalam melnelrapkan Pelratulran Daelrah No 9 Tahuln 2015 telrkait 
pelngangkata Pj Pelnghullul itul karelna selmata-mata kulrangnya partipasi dan kelrja sama saja 
antar masyarakat“ (Wawancara bersama kabid pemerintahan dinas PMD bapak Sugianto 
pada 21 November 2023). 

“Saya pribadi melnilai selpelnulhnya pelmelrintah daelrah bellulm bisa melngimplelmelntasikan 
Pelrda No 9 Tahuln 2015 selcara elfelktif dalam hal pelngangkatan Pj Pelnghullul, walaulpuln yang 
melrelka angkat selbgai Pj itul melmiliki kompeltelnsi yang baguls namuln teltap saja mellanggar 
kelbijakan dari Pelrda yang belrlakul” (Wawancara bersama masyarakat Bangko Balam pada 
17 November 2023). 

Pada dasarnya, Ibul Riani yakni Pj Pelnghullul Bangko Balam, awalnya di angkat selbangai Pj 
Pelnghullul ulntulk di kelpelnghullulan Bangko Bakti. Namuln karelna pelrbeldaan eltnis agama ibul 
Riani belrasal dari agama Kristeln seldangkan di Bangko Bakti mayoritas belragama Islam 
selhingga masyarakat melnolak dipimpin olelh ibul Riani ditambah lagi pelngangkatannya tidak 
belrdasarkan Pelrda No 9 Tahuln 2015. Telpat pada tanggal 29 Selpeltelmbelr 2022 masyarakat 
melnggellar aksi delmo di kelpelnghullulan Bangko Bakti ulnjulk rasa atas pelnolakan pilihan 
daripada Bulpati Rokan Hilir, Afrizal Sintong. 

Atas pelnolakan yang digellar olelh masyarakat Bangko Bakti maka ibul Riani diarahkan kel 
Bangko Balam yang mayoritas belragama Kristeln, selhingga ibul Riani teltap melnjadi Pj 
pelnghullul melskipuln belrgellar Pelgawai Pelmelrintah delgan Pelrjanjian Kelrja(P3K). 

Ulntulk melngeltahuli bagaimana pelngangkatan Pelnjabat(Pj) Pelnghullul di seltiap kelpelnghullulan 
di Kelcamatan Bangko Pulsako Kabulpateln Rokan Hilir pelnelliti melwawancarai kabid 
pelmelrintahan dinas PMD dan BPD: 

“Di kelcamatan Bangko Pulsako ada 3(tiga) Pj Pelnghullul yakni di kelpelnghullulan Bangko 
Mas Raya, Bangko Balam dan Tellulk Bano I. Dari keltiga kelpelnghullulan telrselbult hanya satul 
pelngangkatan Pj Pelnghullul nya yang tidak belrdasarkan Pelrda No 9 Tahuln 2015 yakni Bangko 
Balam. Seldangkan dula kelpelnghullulan lagi diangkat belrdasarkan Pelrda” (Wawancara 
bersama kabid pemerintahan dinas PMD bapak Sugianto pada 21 November 2023). 

Dari hasil wawancara dapat disimpullkan bahwa para pellaksana suldah belrulsaha selmaksimal 
mulngkin agar telrelalisasinya Pelrda telrselbult, hanya saja partipasi dan kelrja sama antar 
masyarakat kulrang baguls. Padahal partisipasi masyarakat dapat melningkatkan lelgitimasi 
kelbijakan pelmbangulnan delsa. Jadi dapat disimpullkan bahwa implelmelntasi Pelrda No 9 Tahuln 
2015 di Kelcamatan Bangko Pulsako dibelbelrapa kelpelnghullulan belrjalan selsulai Pelrda yang tellah 
ditelntulkan. Namuln, tidak delngan Kelpelnghullulan Bangko Balam. Jadi, Pelrda No 9 Tahuln 2015 
di Kelcamatan Bangko Pulsako Kabulpateln Rokan Hilir bellulm telrimplelmelntasi selcara 
melnyellulrulh di seltiap kelpelnghullulan yang ada. 
4. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

Hal yang pelrlul julga dipelrhatikan gulna melnilai kinelrja implelmelntasi kelbijakan pulblic 
dalam pelrspelktif yang ditawarkan olelh Van Melttelr dan Van Horn adalah seljaulh mana 
lingkulngan elkstelrnal tulrult melndorong kelbelrhasilan kelbijakan pulblic yang tellah diteltapkan. 
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Pada kajian ini pelnelliti hanya belrfoculs kelpada kondisi sosial dan politik. Kondisi yang tidak 
kondulsif dapat melnjadi pelnyelbab dari kelgagalan kinelrja implelmelntasi sulatul kelbijakan. Karelna 
itul, ulpaya ulntulk melngimplelmeltasikan kelbijakan haruls pulla melmpelrhatikan kelkondulsifan 
kondisi lingkulngan elkstelrnal telrselbult.  

Ulntulk melngeltahuli bagaimana kondisi sosial selrta politik pelnelliti melwawancarai belbelrapa 
narasulmbelr: 

“Pelngarulh sosial melmpelngarulhi, karelna itul dulkulngan sosial sangat pelnting. Baik 
pellaksana kelbijakan maulpuln masyarakat delngan melncoba melngikulti atulran/pelrda yang 
belrlakul”(Hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) bersama bapak 
Suryanto pada 17 N0vember 2023). 

“Kondisi politik dalam hal melngimplelmelntasikan pelrda telrkait pelngangkatan Pelnjabat di 
kelcamatan bangko pulsako saya rasa bellulm elfelktif selcara kelsellulrulhan karelna satul dan dula 
hal, selpelrti kelkulrangan sulmbelrdaya manulsia dan lainnya”(Wawancara bersama kabid 
pemerintahan dinas PMD bapak Sugianto pada 21 November 2023). 

Dari wawancara telrselbult dapat disimpullkan bahwa keladaan sosial suldah culkulp 
melmpelngarulhi. Politik julga sangat melmpelngarulhi belrhasilnya ditelrapkan sulatul kelbijakan. 
Apabila baguls factor pelndulkulng elkstelrnal nya maka akan muldah diraih kelbelrhasilan dalam 
melngimplelmelntasikan sulatul kelbijakan. Namuln fakta nya di Bangko Balam kondisi politik nya 
kulrang melndulkulng julga, diselbabkan karelna sulmbelrdaya manulsia nya selhingga belrimbas 
keltidak belrhasilannya ditelrapkan Pelrda telrselbult khulsulnya di Bangko Balam. 
5. Disposisi/sikap pelaksana 

Disposisi ataul sikap pellaksana melrulpakan hal telrakhir yang diidelntifikasikan olelh Van 
Horn dan Van Melttelr yang dapat melmpelngarulhi implelmelntasi kelbijakan pulblic. Variabell 
disposisi ataul sikap pellaksana diartikan selbagai kelinginan ataul kelselpakatan dikalangan 
pellaksana ulntulk melnelrapkan kelbijakan. Jika pelnelrapan kelbijakan dilaksanakan selcara elfelktif, 
pellaksana bulkan hanya haruls melngeltahuli apa yang haruls melrelka kelrjakan, teltapi melrelka julga 
haruls melmiliki kelmampulan ulntulk melnelrapkannya selrta melrelka julga melmpulnyai kelinginan 
ulntulk melnelrapkan kelbijakan telrselbult. 

Dalam dimelnsi pelnilaian melngelnai disposisi para pellaksana, pelnelliti melmulsatkan 
pelrhatian pada 3 (tiga) ulnsulr tanggapan pellaksana yang mulngkin melmelngarulhi kelmampulan 
dan kelinginan melrelka ulntulk mellaksanakan kelbijakan, yakni: pelmahaman telntang kelbijakan, 
macam-macam tanggapan telrhadapnya(pelnelrimaan, neltral, pelnolakan) dan intelnsitas 
tanggapan telrselbult. 

Dalam pellaksanaan Pelratulran Daelrah No 9 Tahuln 2015 telntang pelngangkatan Pj Pelnghullul, 
belrikult wawancara dan relspon yang dibelrikan telrhadap kelbijakan telrselbult: 

“Selcara normatif dapat dikatakan bahwa implelmelntor dalam hal ini khulsulsnya keltiga 
kelpelnghullulan yang diangkat selbagai Pj Pelnghullul olelh Bulpati dari selgi kompeltelnsi saya rasa 
suldah culkulp baguls. Hanya saja, khulsuls di kelpelnghullulan Bangko Balam di karelnakan 
kelkulrangan sulmbelrdaya manulsia yang belrgellar PNS. Seldangkan ulntulk dula kelpelnghullulan 
belrjalan belrdasarkan proseldulr daripada Pelrda No 9 Tahuln 2015 telrkait pelngangkatan Pj 
Pelnghullul. Hal ini melnjadi tulgas belsar bagi pelmelrintah daelrah agar keldelpannya bisa 
melnjalankan sulatul kelbijakan itul belrdasarkan Pelrda yang belrlakul” (Wawancara bersama 
kabid pemerintahan dinas PMD bapak Sugianto pada 21 November 2023). 

“Kalaul saya pribadi belrfikirnya siap tak siap haruls siap. Karelna kalaul tak siap kita 
bingulng bagaimana pellaksanaannya. Paling tidak kalaulpuln masih ada satul kelpelnghullulan di 
Kelcamatan Bangko Pulsako yang masih bellulm selsulai pelngangkatan Pj Pelnghullul, yang pasti 
ibul Riani yang diangkat melmang yang belrkulalitas, dan masyarakat puln banyak selnang delngan 
kelpelmimpinannya”(Hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) 
bersama bapak Suryanto pada 17 N0vember 2023). 
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Belrdasarkan pelrnyataan yang disampaikan dalam wawancara telrselbult dikeltahuli bahwa 
seljatinya kelpelnghullulan di kelcamatan Bangko Pulsako bellulm siap selcara kelsellulrulhan dalam 
mellaksanakan Pelrda telrselbult, namuln dalam hal ini melrelka teltap optimis ulntulk mellaksanakan 
Pelrda Nomor 9 Tahuln 2015, dan selnantiasa siap  melngelvalulasi dimana leltak kelkulrangan nya. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan temuan-temuan yang telah diperoleh di lapangan, peneliti 
menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 tentang pengangkatan 
Penjabat(Pj) Penghulu, yang berlokasi dikecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir 
khususnya dikepenghuluan Bangko Balam masih belum maksimal terealisasinya Perda No 9 
Tahun 2015 mengenai pengangkatan Pj Penghulu. Hal ini disebebkan oleh beberapa factor, 
yaitu: pertama, komunikasi kurang efektif. Kedua, sikap pelaksana yang tidak konsisten 
dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 
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